BAB V

KESIMPULAN

Diestimasikan bahwa sedikitnya 1 dari 3 perempuan di Indonesia pernah
mengalami tindak kekerasan dalam hidupnya. Terlebih lagi, setiap 2 jam, setidaknya
3 perempuan di Indonesia menjadi korban dari tindak kekerasan seksual. Hal tersebut
mengindikasikan bahwa sekitar 35 perempuan di Indonesia merupakan korban dari
tindak kekerasan seksual setiap harinya. Dalam Rekomendasi Umum No. 19 dari
Konvensi Internasional CEDAW, kekerasan terhadap perempuan secara tegas
dinyatakan sebagai bentuk dari diskriminasi terhadap perempuan dengan dampak
signifikan dalam menghambat kemampuan perempuan untuk menikmati hak dan
kebebasan fudamentalnya berdasarkan prinsip kesetaraan dengan laki-laki. Indonesia
sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi internasional tersebut, melalui
Rekomendasi Umum No. 19, diingatkan kembali akan tanggung jawabnya untuk
mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi di ranah
publik maupun privat. Dalam memenuhi komitmen tersebut, pemerintah telah
melakukan beberapa tindakan de jure untuk mengatasi permasalahan kekerasan
terhadap perempuan di Indonesia. Akan tetapi, sejak awal diberlakukan hingga
dewasa ini, berbagai kebijakan dan payung hukum dari pemerintah tidak juga mampu

untuk mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Hal
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tersebut dapat dilihat dari terus meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap
perempuan di Indonesia sepanjang 2010 sampai dengan 2015.

Mengakarnya budaya patriarki dalam sistem sosial di Indonesia melumpuhkan
penegakan dari berbagai payung hukum yang telah dihasilkan oleh pemerintah.
Ketidaksetaraan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki dalam sistem sosial
Indonesia yang patriarkis meresap kedalam kesadaran mayoritas masyarakat di
Indonesia, tidak terkecuali para penegak hukum. Sehingga perempuan korban
kekerasan sulit untuk memperoleh proses peradilan memadai. Terlebih lagi,
mengakarnya budaya patrarki dalam sistem sosial di Indonesia telah mendorong
perempuan di Indonesia kedalam status inferior dengan memberatkan kekuasaan
sepenuhnya pada laki-laki. Hal tersebut menciptakan keadaan dimana perempuan di
Indonesia terkucilkan dalam proses pengambian keputusan, baik dalam kehidupan
berkeluarga maupun bermasayrakat secara umum, serta terbentuk untuk bergantung
pada laki-laki.

Sebagai salah satu NGO dengan fokus mengenai permasalahan kekerasan
terhadap perempuan, Kalyanamitra kemudian berkontribusi dalam mengatasi
permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Menyadari presistensi dari
permasalahan kekerasan terhadap perempuan dalam sistem sosial Indonesia yang
patriarkis, Kalyanamitra kemudian melakukan pendekatan-pendekatan berbeda dari
pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Upaya Kalyanamitra dalam
mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia tidak memilki

kaitan langsung dengan implementasi konvensi internasional tersebut oleh
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pemerintah. Akan tetapi, upaya-upaya Kalyanamitra apabila tidak dapat dikatakan
berdampak, adalah sejalan dengan berbagai ketentuan dalam Konvensi Internasional
CEDAW khususnya Rekomendasi Umum No. 19. Dengan demikian, Kalyanamitra
juga turut berkontribusi untuk mencapai hasil de facto dalam mengatasi permasalahan
kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Dalam penelitian ini, upaya dari
Kalyanamitra digambarkan dengan menggunakan konsep NGO sebagai aktor
pembangunan alternatif oleh Lewis dan Kanji yang terbagi kedalam tiga peran
utamayaitu sebagai pelaksana, katalisator, dan mitra. Selain itu, penelitian ini juga
menggunakan konsep fungsi NGO oleh Karns dan Mingst serta konsep
pemberdayaan perempuan oleh Naila Kabeer untuk mendukung penggambaran upaya
dari Kalyanamitra.

Dengan memanfaatkan kedekatannya dengan perempuan-perempuan tingkat akar
rumput, Kalyanamitra menjalan perannya sebagai katalisator melalui pembentukan
beberapa kelompok dampingan dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran
terkait kesetaraan gender dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap
perempuan di Indonesia. Tujuan tersebut dilakukan melalui upaya pemberdayaan
perempuan dalam Program Pendampingan Komunitas. Dengan melaksanakan
program tersebut, upaya dari Kalyanamitra selaras dengan anjuran dari Komite
CEDAW dalam Rekomendasi Umum No. 19 terkait Pasal 5 (a) dari konvensi
internasional tersebut dalam memodifikasi “pola tingkah laku sosial dan budaya
...untuk menghapus prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan, dan segala praktik

lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin
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atau berdasar peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan” dalam mengatasi
permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Melalui berbagai pendekatan,
Kalyanamitra mencoba untuk menyadarkan para anggota kelompok dampingannya
atas ketidaksetaraan dalam relasi gender yang berlangsung di Indonesia. Dimana
menurut Naila Kabeer, dalam menciptakan suatu kesadaran baru, penting bagi
perempuan untuk terlebih dahulu mengakui dan menyadari posisi subordinatnya.
Dengan melaksanakan aktivitas usaha ekonomi dan pendidikan gender, Kalyanamitra
memberikan pembelajaran dan wadah bagi para anggota kelompok dampingannya
untuk dapat melatih partisipasi dan mengasah keterampilan untuk menimbulkan
power-within atau kekuatan dari dalam diri para perempuan anggotanya sehingga
dapat melihat dirinya sebagai individu aktif yang mampu untuk membuat keputusan.
Terlebih lagi, penghasilan tambahan dari kegiatan usaha ekonomi selain dapat
membangun kemandirian ekonomi, idealnya dapat memberikan pilihan bagi para
anggotanya untuk terbebas dari tindak KDRT apabila terjadi. Dimana dalam konteks
KDRT, menurut Rekomendasi Umum No. 19 dari Konvensi Internasional CEDAW,
rendahnya kemandirian ekonomi kerap memaksa perempuan untuk bertahan dalam
sebuah hubungan, meskipun telah mendapatkan tindak kekerasan dari pasangannya.
Dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia,
khususnya kekerasan seksual, Kalyanamitra juga menjalankan perannya sebagai
pelaksana dengan memproduksi pengetahuan (knowledge production) menjadi sebuah
barang publik. Sepanjang 2010 sampai dengan 2015, Kalyanamitra telah

menghasilkan dua publikasi terkait kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk
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buletin berjudul “Kekerasan Seksual: Dimana Tanggung Jawab Negara” serta sebuah
materi audio-visual dalam bentuk film animasi berjudul “Kisah Mela dan Miko”.
Buletin yang merupakan bagian dari Buletin Perempuan Bergerak sebagai program
publikasi berkala dari organisasi tersebut memberikan berbagai informasi yang dapat
diakses oleh publik terkait permasalahan kekerasan seksual di Indonesia, termasuk
didalamnya tulisan mengenai budaya patriarki sebagai faktor yang mendasari tindak
kekerasan terhadap perempuan. Dengan demikian, melalui buletin tersebut, upaya
dari Kalyanamitra kembali selaras dengan Rekomendasi Umum No. 19 terkait pasal 5
(@) dari Konvensi Internasional CEDAW. Melalui edisi tersebut kemudian
Kalyanamitra mengemas isu kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia
sebagai pelanggaran dari hak konstitusional perempuan sebagai warga negara. Dapat
dilihat bahwa melalui buletin tersebut, Kalyanamitra tidak hanya menjalankan
perannya sebagai pelaksana menurut Lewis dan Kanji, melainkan juga menjalankan
fungsinya dalam mengemas isu untuk menjadi Konsumsi publik sesuai dengan
konsep fungsi NGO oleh Karns dan Mingst.

Melalui film animasi “Kisah Mela dan Miko”, selain berupaya untuk mengatasi
permasalahan kekerasan seksual di Indonesia, khususnya dalam hubungan pacaran
dengan memberikan informasi terkait cara menghadapi, mencegah, dan menangani
tindak kekerasan seksual secara umum, dan kekerasan seksual dalam hubungan
pacaran secara khusus, Kalyanamitra juga berupaya untuk mengatasi permaslahan
kekerasan seksual di dengan menggerakan masyarakat untuk dapat ikut mendukung

gerakan-gerakan perempuan lain di Indonesia dalam mendorong pemerintah untuk
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mengesahkan RUU PKS. Hal tersebut dilakukan melalui diskusi publik dan
pemutaran film animasi hasil dari keterlibatan Kalyanamitra dalam kemitraan pasif
dengan Pemerintahan Kanada yang tidak hanya dilakukan di sekolah-sekolah kepada
remaja sebagai target utama dari organisasi, melainkan juga kepada berbagai media
yang kemudian meliput dan menyebarkan informasi dalam film animasi tersebut
kepada masyarakat umum. Dimana menurut Lewis dan Kanji, peran NGO sebagai
pelaksana sudah seharusnya dilihat dari fungsi potensialnya sebagai katalis untuk
perubahan maupun perkembangan lainnya.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan di
Indonesia Kalyanamitra juga menjalankan peran sebagai katalisator dengan
melakukan advokasi RUU KKG, juga sesuai dengan fungsi NGO dalam menurut
Karns dan Mingst dalam menganjurkan perubahan dalam kebiajakan pemerintahan.
Aktvitas advokasi RUU KKG dilakukan Kalyanamitra dalam jaringan kerja CWGI
yang kemudian juga memanfaatkan jaringan kerjanya yang lain, yaitu JKP3 untuk
mengoptimaltakn  penggunaan keterbatas sumber daya. Dengan demikian,
Kalyanamitra tidak hanya menjalanan perannya sebagai katalisator, melainkan juga
menjalankan perannya sebagai mitra. Bekerja di dalam CWGI dan JKP3,
Kalyanamitra mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui advokasi RUU KKG
dengan menuntut pertanggungjawaban pemerintah terhadap komitmennya atas
Kovensi Internasional CEDAW dalam menghapuskan segala bentuk diskriminasi
serta mencapai kesetaraan substantif. Advokasi RUU KKG dilakukan oleh

Kalyanamitra bersama dengan mitranya untuk mendorong terciptanya payung hukum
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bagi mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sehingga dapat mencegah
berbagai bentuk permasalahan yang disebabkan oleh ketimpangan relasi gender,
termasuk didalamnya kekerasan terhadap perempuan. Dengan demikian, sekali lagi
upaya dari Kalyanamitra dalam selaras dengan Rekomendasi Umum No. 19 dari
Konvensi Internasional CEDAW mengenai kaitan dari pasal 5 (a) dari konvensi
tersebut dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan.

Kalyanamitra juga berupaya untuk mengatasi permasalahan kekerasan terhadap
perempuan di Indonesia dengan menjalan perannya sebagai katalisator melalui
aktvitas watchdog. Dilakukan melalui jaringan CWGI, dalam menjalankan peran
sebagai watchdog, upaya Kalyanamitra berkaitan langsung dengan implementasi
Konvensi Internasional CEDAW oleh pemerintah dengan menjadi whistle-blower
kepada KOmite CEDAW melalui penyusunan Laporan Bayangan terkait tumpulnya
berbagai payung hukum di Indonesia dalam mengatasi permasalahan kekerasan

terhadap perempuan di Indonesia.
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